
  

BUPATI PATI 

PERATURAN  BUPATI PATI 

NOMOR 67 TAHUN 2012  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 33 TAHUN 2012 

TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI KEPADA 

PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR                

RODA DUA TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN  YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI,  

Menimbang  :  a. bahwa dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2012 

tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati 

Kepada Pemerintah Desa untuk Pembelian Kendaraan 

Bermotor Roda Dua Tahun Anggaran 2012, belum mengatur 

ketentuan mengenai laporan penggunaan Bantuan Keuangan 

untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua serta 

merubah bulan pengadaan kendaraan bermotor roda dua; 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2012 

tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati 

Kepada Pemerintah Desa untuk Pembelian Kendaraan 

Bermotor Roda Dua Tahun Anggaran 2012; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-ungang Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005             

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4587); 

 

 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3855); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4826); 

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

 



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 

tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Nomor 7); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 2008 NOmor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Nomor 24); 

20. Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar 

Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya 

Pemeliharaan, dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang 

Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2012 (Berita 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 693); 

21. Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada 

Pemerintah Desa untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Roda 

Dua Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2011 Nomor 141) 

 

 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG 

BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI 

KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBELIAN 

KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TAHUN ANGGARAN 

2012.  

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33              

Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten 

Pati kepada Pemerintah Desa untuk Pembelian Kendaraan 

Bermotor Roda Dua Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 141) diubah sebagai    

berikut : 

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

(1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 4 ayat (1) adalah untuk pembelian kendaraan 

bermotor roda dua baru dengan jenis dan merk yang 

ditentukan oleh pemerintah desa dan berplat merah. 

(2) Harga kendaraan bermotor roda dua sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan harga pasar yang 

berlaku dengan kapasitas paling tinggi 150 CC. 

(3) Pengadaan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Pengadaan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 

bulan Nopember Tahun 2012.  

 

 

 

 



2. Ketentuan dalam Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk 

pembelian kendaraan bermotor roda dua terintegrasi 

dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk 

pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban 

APBDes. 

(2) Selain melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib membuat 

laporan penggunaan Bantuan Keuangan untuk 

pembelian kendaraan bermotor roda dua kepada Bupati.  

3. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut :    

Pasal 9 

(1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural 

yaitu melalui Camat disertai bukti pembelian kendaraan 

bermotor roda dua yang dilaporkan pada tahun 

berjalan. 

(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat 

laporan/ rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di 

wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. 

Kepala Bagian Tata Pemerintahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 



IND NTO SH.MSi 
bina Tingkat I 

NIP, 19670226 199203 1 005 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Ul(UM 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2012.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.  

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 8 Nopember 2012 

BUPATI  PATI, 

        ttd 

  HARYANTO 

 

 

 

 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 8 Nopember 2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

                              ttd 

                 DESMON HASTIONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2012 NOMOR 589 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


